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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan
dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab
yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat
dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara
garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliterasi ini sebagian dilambangkan
huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf

dan tanda sekaligus.

Huruf Nama Hur_uf Keterangan
Arab Latin
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
<@ Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S s (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ h h (dengan titik di bawah)
- Kha’ Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er




Huruf Nama Hur_uf Keterangan
Arab Latin
J Zai Z Zet
o Sin S Es
B Syin Sy es dan ye
o= Sad S s (dengan titik di bawah)
o= Dad d d (dengan titik di bawah)
L Ta T t (dengan titik di bawah)
L Za z z (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ¢ Koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge
s Fa F Ef
a3 Qaf Q Qi
S Kaf K Ka
J Lam L El
2 Mim M Em
o Nun N En
5] Waw wW We
3 Ha’ H Ha
s Hamzah ¢ Apostrof
@ Ya’ Y Ye
Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
(pdaa Ditulis muta‘aqqidin
s Ditulis ‘iddah

Ta’ Marbuthah di Akhir Kata
1. Biladimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia
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-

sl - ditulis Jama’ah
2. Biladihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
e Ao : ditulis Ni’matullah
il Bl : ditulis Zakat al-Fitri
D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1 | Fathah + alif Ditulis A
S Jaahiliyyah
2 | Fathah + ya’mati Ditulis A
& yas‘a
3 | Kasrah + ya’'mati Ditulis I
ais & Karim
4 | Dammah + wawumati Ditulis U
va3gd fur iid

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan
DenganApostrof
Al . ditulis a’antum

&ise :ditulis muanntaS

G. Vokal Rangkap

1 | Fathah dan ya’ sukun Ditulis Bainakum
tE

2 | Fathah dan wawu sukun Ditulis Faugakum
3y G
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H. Kata Sandang Alif + Lam
1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
OlLAY :ditulis al-Qur’an
2. Biladiikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan
huruf Syamsiyah yangmengikutinya
) - ditulis as-sayyi’ah
I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
3. Ditulis kata per kata, atau
4. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
)l e - ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul

Islam
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ABSTRAK

Yoga Mady Kumara NIM: 1518008. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang Dalam
Pembangunan Jalan. Pembimbing : Syarifa Khasna, M.Si.

Jalan merupakan infrastruktur yang memegang peranan penting bagi
masyarakat. Namun, dalam kenyataan pembangunan jalan di Kabupaten
Pemalang masih kurang maksimal. Disinilah perlu ditanyakan bagaimana
efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pemalang dalam pembangunan jalan,bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dalam pembangunan jalan menurut
fikih siyasah. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan yuridis empiris.
Sumber data diperoleh dari observasi langsung di lapangan melalui wawancara
dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pemalang serta masyarakat Kabupaten Pemalang. Data sekurder buku,
jurnal, skripsi, dan lain-lain yang terkait dengan tema penelitian. Berdasarkan
analisis dengan mengunakan teori efektivitas hukum menurut aspek yakni faktor
hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat
dan faktor kebudayaan sudah berjalan efektif. Namun masih banyak kekurangan
yang perlu di evaluasi. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pemalang Dalam Pembangunan Jalan suda sesuai fikih siyasah

Kata Kunci:Pembangunan jalan, Efektivitas hukum, Perspektif fikih siyasah,
teori soejono soekanto
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dalam berbagai bidang adalah salah satu strategi untuk
mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh suatu negara. Dalam perspektif
Islam, aspek pembangunan tentu mempunyai karateristik dan orientasi yang
berbeda dengan pembangunan dalam ekonomi konvensional. Islam
memandang bahwa tidak hanya pembangunan secara material saja yang
penting, tetapi ada aspek spiritual dan aspek moral juga sangat penting.
Karena pembangunan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada yang
sifatnya duniawi, tetapi lebih dari itu, yaitu dunia dan akhirat.

Salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses
pembangunan suatu negara adalah melalui pembangunan infrastruktur.
Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak
pertumbuhan ekonomi dimana indikatornya adalah seberapa baik kualitas
infrastruktur suatu negara. Jalan merupakan infrastruktur yang memegang
peranan penting bagi masyarakat. Jalan dapat menghubungkan daerah satu
dengan daerah lain, sebagai pendukung aktivitas kebutuhan manusia dalam
hal kepentingan mobilitas ekonomi maupun non ekonomi. Pembangunan

jalan juga sebagai indikator keberhasilan pembangunan dimana pembangunan



dikatakan berhasil atau tidak dilihat dari kondisi jalan nya apakah rusak atau
bagus.!

Pembangunan jalan merupakan kewenangan pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kota/kabupaten serta
pemerintah desa berdasarkan kualifikasinya. Adapun klasifikasi tersebut
yaitu: "jalan nasional, provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa".
Jalan nasional didefinisikan sebagai suatu jalan kolektor atau artileri
penghubung antar ibukota provinsi dan nasional strategis dan juga
penghubung jalan tol. Sedangkan jalan provinsi didefinisikan sebagai jalan
kolektor penghubung antar ibukota provinsi dengan ibukota kota ataupun
kabupaten. Kemudian Jalan kabupeten merupakan jalanan lokal yang tidak
masuk kedalam kategori jalan nasional dan jalan provinsi penghubung antar
ibukota kota atau kabupaten dengan ibukota kecamatan, penghubung antar
ibukota kabupaten dan juga kecamatan dengan pusat dari aktivitas kegiatan
lokal, didalam sistem jaringan jalan strategis dan sekunder dalam wilayah
kabupaten. Adapun yang dimaksud jalan kota ialah sebagai suatu jalan umum
penghubung antar pusat dari kegiatan pelayanan didalam kota, penghubung
antar pusat dari kegiatan pelayanan yang berbasis persil, penghubung antar
persil dan juga sebagai penghubung antarpusat pemukiman didalam kota.

Jalan desa didefinisikan sebagai suatu jalanan umum penghubung antar

! Gultom rifyal zuhdi, Annisa Qadarusman Tini,” Pembangunan Infrastruktur dalam Islam:
Tinjauan Ekonomi dan Sosial (2020)



pemukiman didalam desa serta jalanan yang ada di lingkungan sekitaran
desa.’

Akhir-akhir ini sering dijumpai bahwa jalan yang dibangun tidak disertai
dengan adanya perawatan dan juga pemeliharaan yang baik, dan kemudian
pada akhirnya timbul beragam masalah yang lebih kompleks yang berdampak
kerusakan jalan dikemudian hari. Terdapat kerugian yang bisa dirasakan
pengguna jalan ketika suatu jalan yang mereka lewati mengalami kerusakan
seperti memperlambat waktu tempuh, timbulnya suatu kecelakaan dan juga
kemacetan, dan masih banyak lagi yang lainnya, tidak hanya itu, jalan yang
rusak yang dibiarkan saja terus menerus juga bisa akan berimplikasi pada
tingginya biaya pemeliharaan dan ini berimbas pada anggaran yang harusnya
ditujukan untuk pembangunan infrastruktur jalan lain terbuang hanya untuk
kegiatan pemeliharaan saja.’

Berdasarkan ketetuan Pasal 273 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 22 Tahun
2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa "Penyelenggara jalan
yang tidak dengan segera memperbaiki jalan yang rusak dan membiarkan
jalan rusak tersebut tetap digunakan oleh masyarakat umum sehingga
menyebabkan kecelakaan lalu lintas dapat dipertanggungjawabkan”. Hal ini
dikarenakan jalan rusak dan berlubang bisa memberi rasa ketidaknyamanan
dan bisa menimbulkan bahaya bagi yang mempergunakan fasilitas umum itu.

Jika terjadi suatu kecelakaan, kerusakan, atau semacamnya akibat fasilitas

2 Almufid, ‘Perencanaan Geometerik Jalan Agar Mencapai Kenyamanan Dan Keamanan Bagi
Penggunaan Jalan Sesuai Undang -Undang No . 38 Tahun 2012 Tentang Jalan’, 1.2 (2016), 34-45.
¥ Andreas Wibowo Munggarani Nurrela Arifah, ‘KAJIAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
KERUSAKAN DINI PERKERASAN JALAN LENTUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP
BIAYA PENANGANAN’, 3.01 (2017).



milik publik tersebut mengalami kerusakan dan memberi rasa bahaya
terutama bagi mereka para pengguna jalan, maka bisa dimintai
pertanggungjawabannya.”

Selama ini jalan di wilayah Pemalang masih banyak yang rusak. Hal itu
disebabkan oleh banyak faktor, contohnya kondisi alam, kendaraan dengan
tonase yang melebihi aturan, pemeliharaan yang dilakukkan tidak sesuai. Hal
itu menjadi masalah klasik yang tiap tahun selalu menjadi problem
Kabupaten Pemalang. Menyikapi masalah itu seharusnya pemerintah konsen
akan hal itu walaupun dipandang sepele, namun apabila penanganannya tidak
disegerakan bisa saja akan berimbas pada sektor lain.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan, pemerintah Kabupaten Pemalang
melalui Perbub Nomor 72 Tahun 2021. Pasal 11 berbunyi “Dinas Pekerjaan
Umum Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang perencanaan teknik dan evaluasi, bidang pembangunan
jalan dan jembatan serta bidang presenvasi jalan dan jembatan.> Dengan
demikian pemeliharaan jalan Kab Pemalang merupakan tugas dari DPU pada
bidang Bina Marga.

Faktanya pada tahun 2022 pemeliharaan ruas jalan di Kabupaten

Pemalang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum hanya sekitar 6

* Dewa Arya Lanang Raharja, 2017. “penyelenggara jalan sebagai subyek hukum tindak pidana,
jurnal magister hukum udayana”. VVolume 6, No.1, Nama Situs:
http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu, h.3.

5 “Peraturan Bupati Pemalang nomor 72 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas,Fungsi,Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Pemalang”.



persen saja. Jumlah ini sangat sedikit dimana jalan yang dikategorikan rusak
ringan di wilayah Kabupaten Pemalang sepanjang 79,5 km atau (10,41%) dan
dikategorikan rusak berat 163,17 km atau (21,31%). Adapun anggaran tahun
2022 yang digelontorkan untuk perbaikan jalan diantara nya dari APBD
sebesar "Rp 30.375.000.000 ( tiga puluh milyar tiga ratus tujuh puluh lima
juta rupiah), bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp 26.835.200.000
(dua puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh lima juta 7udua ratus ribu
rupiah), dan bantuan provinsi (Banprov) sebesar Rp 12.750. 000.000 (dua
belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)". Adapun dana yang diambil
dari APBD sendiri ditujukan untuk menutup 163 paket jalan yang melalui
penunjukkan pengerjaan secara langsung. Kemudian untuk lingkup DAK
sendiri terdiri dari 6 paket dan Bantuan dari provinsi sebanyak 2 paket, yang
dimana pengerjaannya melalui pelelangan. °

Jumlah tersebut masih sangat kurang mengingat penting nya akses jalan
di Pemalang yang merupakan penghubung antar kabupaten/kota lain. Dan
sebagai media untuk perputaran ekonomi antar daerah satu dengan daerah
lain. Apabila ada kerusakan akan menyebabkan teranganggu nya laju
perputaran ekonomi lebih parah nya memutus arus lalu lintas bukan tidak
mungkin, hal tersebut akan merugikan bagi warga maupun pemerintah itu
sendiri.

Dalam agama islam pengaturan mengenai sistem pemerintahan, termasuk

dalam tata kelola lembaga pemerintah seperti dinas pekerjaan umum agar

® https://www.puskapik.com/27827/berita/duh-tahun-ini-jalan-rusak-di-pemalang-hanya-
diperbaiki-6-persen/



tercipta nya good goverment terkandung dalam fikih siyasah. Good
governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan
berwibawa. maksud nya dalam hal ini DPU-PR ataupun lembaga
pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik,
serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan (power) yang dilaksanakan
pada masyarakat haruslah efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggung
jawab.”

Berdasarkan uraian penjabaran latar belakang diatas, peneliti tertarik
untuk melakukan suatu penelitian dengan judul Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang Pembangunan

Jalan dalam Prespektif Siyasah.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Pemalang dalam pembangunan jalan?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pemalang dalam pembangunan jalan menurut fikih siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah di atas, penelitian yang dilakukan ini

mempunyai tujuan sebagai berikut;

" Mohammad Solikhuddin, Penerapan good governance di Indonesia Dalam TinjuanHukum Islam
Kontemporer, (Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7, No. 1, April 2017), h.
166.



1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dalam pembangunan jalan.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pemalang dalam pembangunan jalan menurut fikih siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa memberi kontribusi

berupa manfaat baik secara akademis dan juga praktis, sebagai berikut;

1. Kegunaan Akademis

a.

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi yang bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang
hukum tata negara dan hukum administasi negara terutama tentang
pelakasaan tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum

Penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan sebagai rujukan
referensi terutama bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang serupa

ataupun sama dengan dilihat dari sudut pandang yang lain.

2. Keiguinaan Praktis

a.

Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum dalam
melakukan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan jalan.

Penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan kepada pembaca
mengenai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pemalang dalam pembangunan jalan menurut perspektif fikih

siyasah



c. Penelitian yang dilakukan ini harapannya bisa memberi pemahaman
pada berbagai elemen yang ada di masyarakat, mengenai apa saja

kedala dinas pekerjaan umum dalam pembangunan jalan.

E. Kerangka Teoritik

1.

Efektivitas Hukum

Menurut pendapat Hans Kelsen, berbicara mengenai efektifitas dari
suatu hukum yang berarti juga membicarakan terkait dengan validitas
dari suatu hukum. "Validitas hukum sendiri bisa diartikan bahwasannya
norma hukum memiliki sifat untuk mengikat atau sifatnya memaksa,
yang berarti seseorang diharuskan untuk melakukan perbuatan dengan
menyesuaikan pada norma-norma hukum yang sudah ada atau berlaku,
dan juga seseorang diharuskan untuk patuh pada norma-norma hukum
dan diharuskan untuk menerapkannya. Efektifitas dari suatu hukum
sendiri bisa diartikan berarti seseorang diharuskan bersungguh-sungguh
melakukan perbuatan dengan menyesuaikan pada norma-norma hukum
sebagai mana tindakan apa yang ia perbuat. dan juga seseorang
diharuskan untuk dengan bersungguh-sungguh untuk patuh pada norma-
norma hukum dan diharuskan untuk menerapkannya.".

Efektivitas berasal dari kata "efektif" yang mana didalamnya
terkandung arti "pencapaian atau keberhasilan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan". Efektivitas pada dasarnya berkaitan pada harapan

hasil yang ingin dicapai dan hasil yang dicapai. Efektivitas sebagai suatu



kemampuan didalam menjalankan suatu tugas dan fungsi suatu
organisasi yang tidak terdapat ketegangan maupun tekanan didalam
melaksanakannya. Dengan begitu efektivitas hokum dengan mengacu
pada definisi di atas bahwasannya "indikator efektivitas dalam arti
tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya
merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai
dengan apa yang telah direncanakan".?

Teori Efektivitas suatu Hukum diklasifikasikan sebagai suatu kaidah
yang menjadi tolak ukur terkait dengan sikap ataupun perilaku yang
pantas untuk dilakukan. Teori yang mempergunakan metode berpikir
deduktif-rasional, yakni penggunaan metode yang bisa memunculkan
jalan pikiran yang didasari oleh kepercayaan tertentu dengan
menyesuaikan realita yang ada. Jika dilihat dari sisi yang lain terdapat
pihak yang berpandangan bahwasannya hukum dianalogikan sebagai
suatu perilaku ataupun sikap tindakan yang dilakukan secara teratur
(ajeg) dengan penggunaan metode berpikirnya ialah “induktif-empiris”,
yakni hukum tersebut dianalogikan dengan pengulangan tindakan dengan
tujuan tertentu dan juga kesamaan dalam bentuknya.’

Adapun Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah

bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima)

faktor, yaitu:'°

8 «“Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12”.
° Soerdjono. Benerapa Permasalahan, h. 45
10 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja

Grafindo
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b. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
c. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum,
d. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan,
f. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa
2. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum
Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2021
menyebutkan bahwa: DPU TR mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
penataan  ruang Yyang menjadi kewenangan daerah dari tugas
pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Adapun untuk menyelenggarakan fungsi nya diatur dalam Pasal 5
yang berbunyi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga serta
jasa kontruksi ,cipta karya dan tata ruang;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga
serta jasa kontruksi, cipta karya dan tata ruang;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air,

bina marga serta jasa kontruksi, cipta karya dan tata ruang;

Persada, 2008), halaman 8.
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d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas
dan fungsinya.**
Pemeliharaan Jalan Raya
Pada dasarnya, rencana dibuatkannya jalan dengan memiliki umur
tertentu misalkan jalan yang umurnya 10-20 tahun kedepan ialah untuk
memberikan suatu layanan sesuai apa yang dibutuhkan dan dengan
memperhatikan situasi kondisi lalu lintas yang ada, hal itu dilakukan
dengan harapan suapaya jalan masih tetap bisa memberi pelayanan pada
lalu lintas pada tingkat kondisi yang baik. Namun dalam kenyataan nya
belum ada 10 tahun jalan sudah mengalami kerusakan yang disebabkan
oleh banyak faktor antara lain kendaraan yang melintas memliki tonase
yan besar atau tidak sesuai aturan, pemeliharan jalan yang asal-asalan,
kondisi alam dan masih banyak faktor lain.
Oleh sebab itu pemeliharaan jalan harus sangat diperhatikan, ada
beberapa metode yang dalam pemeliharaan tersebut antara lain:
a. Pemeliharaan Rutin adalah penanganan terhadap lapis permukaan
yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas berkendaraan (Riding
Quality), tanpa meningkatkan kekuatan struktural, dan dilakukan

sepanjang tahun. Bentuk dari pemeliharaan rutin antara lain

1 peraturan Bupati Pemalang nomor 72 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas,Fungsi,Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten

Pemalang
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penanganan pada lapis permukaan, meningkatkan kualitas
perkerasan namun tidak untuk meningkatkan kekuatan struktural,
waktu pelaksanaan dilakukan sepanjang tahun.

b. Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan
terhadap jalan pada waktu-waktu tertentu (tidak menerus sepanjang
tahun) dan sifatnya meningkatkan kemampuan struktural.
Pemeliharaan berkala antara lain dilakukan dalam jangka waktu
tertentu dan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan struktural
jalan.

c. Peningkatan adalah penanganan jalan guna memperbaiki pelayanan
jalan yang berupa peningkatan struktural dan atau geometriknya
agar mencapai tingkat pelayanan yang direncanakan, biasanya
dalam bentuk overlay.*?

4. Prinsip-prinsip Fikih Siyasah
Secara etimologis, figh merupakan bentuk kata mashdar dari
sebuah tashrifan kata fagihayafgahu-fighan yang memiliki arti
pemahaman yang mendalam juga akurat sehingga mampu memahami
tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Secara terminologis, figh
lebih didefiniskan sebagai berikut : 1lmu tentang hukum-hukum syara*
yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalilnya yang

lebih terperinci.

12 Heru Ajie Pramono and Florentina Pungky Pramesti, ‘<SKENARIO PEMELIHARAAN JALAN
DIKOTA TANGERANG BERDASARKAN NILAI SDI’, November, 2016, 1-12.



13

Ilmu figh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara
pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisal bagaimana cara
untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan
lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bertujuan untuk
kemaslahatan umum.™ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari
sisi syari“ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib
melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula
yang mubah melaksanakannya, kemaslahatan tersebut haruslah
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan magashid al-syari*ah,
semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth*“I baik wurud
maupun dalalahnya;

b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu
berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak
meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan
menghindarkan mudarat;

c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan
kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa
dilaksanakan.**

Berdasarkan pengertian etimolgi dan terminology di atas dapat

ditarik kesimpulan bahwa Figh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam

3 Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,
(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 10.

14 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
Masalah yang Praktis, Cet. Ke-4, (Jakarta; Kencan, 2011), h.28-29.
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yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan
kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada
khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh
pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran
Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan
menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang

dijalaninya.

F. Penelitian Yang Relevan

Penyusunan pada skripsi yang dilakukan ini, adanya telaah pustaka
difungsikan untuk memecahkan jawaban suatu permasalahan yang ada, dan
juga difungsikan untuk membantu agar tercapainya tujuan penelitian yang
dilakukan. Di mana literatur yang digunakan, berasal dari penelitian
sebelumnya, diantaranya sebagai berikut;

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh; Yusuf dwi N dengan judul “Evaluasi
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Dalam
Pemeliharaan Infrastruktur Jalan (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang)”’

Mengacu pada indikator Produktivitas Kinerja dari instansi DPUPR Kota
Malang, yang dimana pemberian penanganan melalui pemeliharaan dan
perawatan pada infrastruktur jalan sudah dijalankan secara baik dan telah

sesuai, hal itu bisa dilihat pada prosentase kinerja dari instansi DPUPR Kota
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Malang yang meningkat sampai pada triwulan kedua, yang mana kualitas dari
infrastruktur jalannya meningkat 98.65% dan untuk kinerja pemeliharaan
jembatannya juga mengalami peningkatan yakni meningkat 90.25%. Apabila
dibandingkan pada pelaksanaan di awal tahun 2016, peningkatannya hanya
64.2% untuk kualitas dari infrastruktur jalanan dan hanya 62% untuk kinerja
pemeligaraan jembatannya. Sebagai upaya dalam rangka perbaikan pada
infrastruktur jalan, DPUPR Kota Malang memberikan bentuk responnya
dengan mempergunakan “aplikasi Sambat Online, Telepon, SMS (Short
Message Service) dan E-mail” yang dimanfaatkan sebagai aplikasi
pengaduan terhadap infastruktur jalanan di Kota Malang. Apabila petugas
menerima dan mencatat adanya keluhan dan pengaduan, kemudian DPUPR
Kota Malang dalam waktu dekat akan menindak lanjuti dengan mensurvei
serta mengecek langsung kondisi dari infrastruktur jalan yang dikeluhkan
banyak masyarakat.*®

Kedua,Hasil skripsi yang ditulis oleh; Megaria elisabeth p, dengan judul
“Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan di Kabupaten Toba Samosir”.

Terdapat tiga indikator kinerja dari instansi DPU PR Kabupaten Toba
Samosir, yakni “Responsivitas, responsibiltas, akuntabilitas”. Dari ketiga
indikator tersebut diketahui ada dua indikator yakni akuntabilitas dan juga
responsivitas yang dinilai masih belum cukup baik dalam melakukan

pemeliharaan pada infrastruktur jalan dan pemeliharaan pada infrastruktur

> yusuf dwi N. “Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Dalam
Pemeliharaan Infrastruktur Jalan (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(DPUPR) Kota Malang)”. Skripsi ,(Malang;Universitas Muhammadiyah malang)
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jembatan. Hal itu bisa terjadi akibat masih terdapat banyak kekurangan dalam
memantau kondisi dan kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada.
Pada akuntabilitas sendiri pelakasanaannya belum sepenuhnya dilakukan
pemeliharaan secara rutin yang diakibatkan karena minimnya sarana yang
dipergunakan.

Dari hasil penelitian diketahui adannya beberapa faktor yang mennjadi
penghambat Kinerja dari instansi DPU PR untuk melakukan suatu
pemeliharaan pada infrastruktur jalan dan jembatan yang ada yakni minimnya
sarana dan prasarana penunjang, keterbatasan SDM, kondisi alamnya dan
juga tidak terlepas dari persepsi dan pandangan masyarakatnya.*®

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh; Putri lestari, dengan judul “Efektivitas
Pelaksanaan Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan di Dinas
Pekerjaan Umum Aceh Tenggara”.

Pelaksanaan suatu program pembangunan jalan dan jembatan, dengan
berpegang pada pedoman pembangunan jangka menengah dengan rentang
waktu 5 tahun kedepan merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai dari
pelaksanaan program tersebut. Dengan menyimak pemberian arahan yang
telah ditetapkan di dalam “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)” Kabupaten Aceh Tenggara. Instansi DPU juga mengidentifikasi

dan menganalisis problematika internal di dalamnya terutama untuk

18 Megaria Elisabeth p. “Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan di Kabupaten Toba™ , Skripsi, (Pekanbaru; Universitas Riau)hl 3
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meningkatkan  kualitas darisarana dan prasarananya, serta juga
keprofesionalan para aparatur dalam melaksanakan program tersebut.’

Skripsi yang ditulis oleh; Tasya Yunita, dengan judul “Pengawasan
Pemeliharaan Rutin Jalan Oleh Bidang Bina Marga (Studi Pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang)”.

Pengawasan disebut sebagai satu diantara permasalahan yang bisa
dibilang sangat vital mengingat berbagai permasalahan tersebut seperti tidak
habis-habis atau tidak menemui ujungnya. Rendahnya kinerja dari para
aparaturnya menjadikan tidak pernah berhenti menjadi bahan sorotan.
Terdapat hal yang perlu mendapatkan sorotan ialah bisa atau tidaknya
(ability) dari instansi pemerintah didalam mengimplementasikan fungsi dan
tugasnya. Pengawasan yang dilakukan dengan memelihara infrastruktur jalan
ditujukan guna memberikan penanganan pada jalan yang meliputi
“perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan kualitas jalan”.
Pemeliharaan yang dilakukan pada infrastrukturjalan bisa melalui tiga cara,
yakni dengan melakukan secara rutin, berkala dan juga melakukan
peningkatan.®

Skripsi yang ditulis oleh; Muhammad Rizky fadhilla ma dean judul
“Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 dikabupaten Aceh Tamiang Provinsi

Aceh”.

17 putri letari, “Efektivitas Pelakasanaan Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Di Dinas

Pekerjaan Umum Aceh Tenggara” , Skripsi , (Medan ; Universitas Muhammmadiyah Sumatra
Utara,2019), h95

'8 Tasya Yunita , “Pengawasan Pemeliharaan Rutin Jalan Oleh Bidang Bina Marga (Studi Pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palembang)”.
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Pada umumnya jalan yang mengalami pengerasan juga akan mengalami
proses kerusakan semenjak pertama kali jalan dibuka yang fungsikan sebagai
akses lalulintas setiap saat. Infrastruktur jalan yang diakibatkan oleh adanya
kerusakan bisa saja berimplikasi pada menurunnya kualitas kondisi jalan.
Maka dari itu, guna menghambat laju dari menurunnya kondisi tersebut dan
bagaimana cara yang bisa dilakukan agar kondisi jalan bisa bertahan pada
tingkatan yang layak digunakan, dibutuhkannya suatu pemeliharaan dan
perawatan yang baik dan terstruktur dengan maksud supaya jalan bisa
memberikan fungsinya sebagaimana mestinya sesuai  umur manfaat yang
sudah direncanakan. Tingkat pelayanan jalan pasti akan menurun sewaktu-
waktu baik cepat ataupun lambat pasti akan terjadi dengan bisa dilihat adanya
tanda kerusakan pada bagian jalanan, jika didiamkan pada jangka waktu yang
lumayan lama, hal tersebut bisa membuat kondisi jalanan itu sendiri kian
memburuk dan bisa berpengaruh pada kenyamanan, kelancaran, keamanan,
kenyamanan ketika melewati akses jalan tersebut. Dibutuhkan suatu upaya
yang maksimal dalam melakukan kegiatan pemeliharaan dan pengawasan

yang berkelanjutan agar hasil yang dicapaipun juga maksimal.*

¥ Muhammad Rizky fadhilla ma “Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016 dikabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh”.
Skripsi , (Yogyakarta; APMD)hI3-4
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G. Metode Penelitian

1.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan yuridis empiris.
Yuridis empiris merupakan penelitian yang diawali dengan penelitian
normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan
(normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta
wawancara untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait

terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.*

dan mengkaji
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2021.
Peindeikatan penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempergunakan pendekatan
kualitatif.?* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta
perilaku yang diamati tentang tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pemalang dalam pembangunan jalan.
Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pemalang yang merupakan
wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang.

Persoalannya masih banyak jalan yang rusak sehingga dikeluhkan oleh

masyarakat.

0 Ahmad Redi, Hukum Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, (Sinar

Grafika, 2021), HIm. 118

21 Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),

h.6”.
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4. Sumber Data Penelitian
a. Sumber Data Primer
Data primer diperoleh dari observasi langsung di lapangan
melalui wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan
dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang untuk
mencari data tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Pemalang yang dianggap memberikan jawaban
yang akurat terkait permasalahan yang diteliti. Serta melakukan
wawancara dengan masyarakat Kabupaten Pemalang.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder ialah data yang didapatkan dengan mengambil
data melalui perantara atau secara tidak langsung.”> Data skunder
meliputi “bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum
tersier”.
1) Bahan hukum primer meliputi : “UUD 1945, undang-undang
dan Peraturan peraturan yan lain”.
2) Bahan hukum sekurder meliputi : “buku, jurnal, skripsi, dan
lain-lain yang terkait dengan tema penelitian”.
3) Bahan hukum tersier meliputi : “kamus hukum, media massa,

dan ensiklopedia”.

22 7ainal Mustafa EQ, “Mengurai Variabel hingga Instrumentasi,” (Yogyakarta: Graha llmu,
2009), 92.
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5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan suatu data atau bisa dikatakan sebagai metode
yang dipergunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan suatu data. Di
dalam penelitian ini tekniknya mempergunakan observasi, wawancara,
serta dokumentasi:
a. Observasi
Merupakan metode dengan langsung terjun ke lapangan yakni di
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang guna melakukan suatu
pengamatan langsung pada ruang, tempat, benda-benda, perilaku,
kegiatan, peristiwa, dan tujuan yang memiliki benang merah
terhadap topic penelitian yang diangkat. Metode ini merupakan cara
yang paling baik didalam pengumpulan data sebab peneliti berperan
sebagai pengawas secara langsung.
b. Wawancara
Teknik pengumpulan data didalam penelitan ini salah satunya
dengan melalui wawancara. Wawancara ialah suatu bagian dari
kegiatan diskusi antara dua orang atau lebih yang bertujuan guna
mencapai tujuan tertentu.”® Penulis mewawancarai Dinas Pekerjaan
Umum bidang bina marga Kabupaten Pemalang dan masyarakat

Kabupaten Pemalang.

2% «Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis (Teras; Yogyakarta. 2011), 89”.
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6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian pustaka maupun penelitian
lapangan dianalisis dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan
Huberman yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian
yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan atau verifikasi data.?* Kegiatan analisis dilakukan melalui
tahapan-tahapan sebagai berikut; (1) mencatat semua temuan fenomena
di lapangan baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi; (2)
menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan studi
dokumentasi, serta memisahkan data yang dianggap penting dan tidak
penting, pekerjaan ini diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan
kekeliruan  klasifikasi; (3) mendeskripsikan data yang telah
diklasifikasikan dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian; dan

(4) membuat analisis akhir dalam bentuk laporan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan
Guna mempermudah penulisan hasil penelitian ini, maka di susun
sistematika penulisan skripsi sebagaimana berikut;
Bab I: Berisikan terkait latar belakang, perumusan masalah serta tujuan
dan adanya penelitian yang dilakukan, dan manfaatnya penenlitian ini,
tinjauan Pustaka, kerangka teori untuk berpikir, metode yang digunakan

didalam penelitian dan penerapan sistematika penelitian.

% Tlyas, “Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling”, Semarang: Journal Of Nonformal
Education2 No. 1 (2016): 94.
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BAB II: Pada bab ini memuat uraian tentang teori-teori yang digunakan
dalam menyusun skripsi. Bab ini terdiri dari uraian teori tentang efektivitas
hukum, konsep fikih siyasah, dan pembangunan jalan.

BAB IlI: Pada bab ini peneliti menjelaskan hasil penelitian berdasarkan
teori yang pakai.

BAB 1V: Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan
berdasarkan hasil temuan dilapangan berdasarakan teori efektivitas hukum,
perspektif fikih siyasah yang dipakai.

BAB V: berisi simpulan yang dibuat dan juga saran .



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pemalang dalam pembangunan jalan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang dalam pembangunan
jalan di wilayah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan analisis dengan
mengunakan teori efektivitas hukum menurut aspek yakni faktor
hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor
masyarakat dan faktor kebudayaan sudah berjalan efektif. =~ Namun
masih banyak kekurangan yang perlu di evaluasi.

2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pemalang Dalam Pembangunan Jalan suda sesuai fikih siyasah. Hal ini
dibuktikan dengan tiga indikator yaitu sederhana dalam peraturan,
cepat dalam pelayanan dan profesional dalam penanganan tersebut.
Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan tugas sesuai perspektif
fikih siyasah. Hampir seluruh aspek terpenuhi hanya ada sedikit
kekurangan yang harus diperbaiki.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait
pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum kabupaten pemalang

dalam pembangunan jalan maka penulis memberikan beberapa saran

80
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sebagai berikut:

1. Dari kelima faktor efektivitas hukum hampir seluruhnya sudah
berjalan dengan baik, terdapat beberapa kekurangan di faktor penegak
hukum harus saling berkoordinasi antara pegawai yang sudah ASN
dengan pegawai honorer agar kekurangan tersebut dapat diatasi,
faktor masyarakat juga harus mendapat perhatian lebih agar tingkat
kepuasan terhadap kineja Dinas Pekerjaan Hukum meningkat. Faktor
sarana dan prasarana juga harus mendapat perhatian agar ada
penambahan alat berat.

2. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pemalang Dalam Pembangunan Jalan Menurut Fikih Siyasah. Perlu
adanya peningkatan dalam pelayanan agar sesuai kaidah fikih siyasah
idariyah. Terutama dalam kecepatan pelayanan perlu di tingkatkan
kembali. Karena masyarakat Kabupaten Pemalang memerlukan ada

nya kecepatan dalam hal pelayanan.
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